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i 

ABSTRAK 

 

 

Muhammad Adaham, (2024):  Kewajiban  mempekerjakan penyandang 

disabilitas pada PT Indofood sukses 

makmur berdasarkan peraturan daerah 

provinsi riau nomor 18 tahun 2013 

tentang perlindungan dan pemberdayaan 

penyandang disabilitas  

 

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembangunan nasional yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 

negara republik Indonesia tahun 1945. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kesempatan kerja tidak hanya 

diperuntukan untuk masyarakat biasa saja atau kategori non difabel, penyandang 

disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama atas pekerjaan. Dengan adanya 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan 

Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 11 sebagai dasar hukum 

wajibnya perusahaan–perusahaan termasuk PT Indofood sukses makmur 

Pekanbaru untuk mempekerjakan penyandang disabilitas namun peraturan 

tersebut belum terlaksana. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewajiban perusahaan dalam 

mempekerjakan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Riau Nomor 18 Tahun 2013 di PT Indofood sukses makmur Pekanbaru. Serta  

manfaat bagi masyarakat yakni sebagai wawasan yang bisa mendasari aktivitas 

bermanfaat dalam bernegara. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu 

penelitian yang bertolak dari suatu peraturan yang ada untuk dilakukan peninjauan 

terhadap sejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan dalam kehidupan nyata. 

Data yang diperoleh baik itu data primer dan sekunder kemudian dianalisis dan 

diteliti secara mendalam untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang utuh 

sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kewajiban perusahaan 

atau PT Indofood sukses makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 dalam mempekerjakan disabilitas  belum 

terlaksana. Penyandang disabilitas harus melewati tahapan yang rumit. Prosedur 

formal di dinas tenaga kerja kota pekanbaru sebagai tahap awal uji kelayakan 

penyandang disabilitas dapat bekerja dan prosedur sepihak dari perusahaan dalam 

merekrut pekerja serta perusahan-perusahaan tidak tertarik pada pekerja 

disabilitas, sehingga keadaan ini merupakan hal sulit bagi penyandang disabilitas 

memperoleh pekerjaan. Untuk itu diharapkan banyak partisipasi dan kesadaran 

kolektif baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk mengatasi keadaan ini 

dan diselesaikan sebaik mungkin. 

 

Kata Kunci: Kewajiban, Penyandang Disabalitas, Pekerjaan, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembangunan nasional yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 

negara republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 

28 D undang-undang dasar tahun 1945 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam 

undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 pasal 3 point b yakni 

menjamin setiap warga memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

 Tenaga kerja mempunyai peranan, kedudukan yang sangat penting 

sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat  2 menjelaskan pengertian 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, tidak 

hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan 

dan kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja ialah 

dengan menempatkan tenaga kerja di luar negeri maupun di dalam negeri (lokal). 

Seperti yang tercantum dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal yang terdapat pada pasal 1 ayat (11) bahwa 
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tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kota Pekanbaru dan 

memiliki Kartu Keluarga atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru. 

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami 

penurunan. Penurunan tersebut dari 555,138 jiwa ke 536,857 jiwa dan mengalami 

peningkatan kembali sebesar 570,146 jiwa pada tahun 2022. Angkatan kerja 

adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya 

pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja mencari pekerjaan. Untuk Penduduk 

Usia Kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 

851,169 jiwa sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 871,441 

jiwa. Kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 

892,176 jiwa1. 

Kesempatan kerja tidak hanya diperuntukan untuk masyarakat biasa saja 

atau kategori non difabel, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang 

sama atas pekerjaan. Dengan begitu lowongan pekerjaan yang ada juga dapat 

dimiliki oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diartikan sebagai 

kelompok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi serta hak-hak mereka 

sering tidak terpenuhi.
2
  

Penyandang disabilitas merujuk kepada mereka yang memiliki 

keterbatasan fisik dibandingkan mereka yang normal. Sejalan dengan itu 

diterbitkan peraturan perundang-undangan sebagai langkah pemerintah untuk 

mengintervensi permasalahan terkait penyandang disabilitas melalui Undang-

                                                 
1
 Quen laila, Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 18 Tahun 2013, UIN SUSKA Riau 2023. 
2
 Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan 

Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah,” Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): h 131. 
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Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
3
Penyandang 

disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan 

setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh 

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

Kemudian ditentukan ragam penyandang disabilitas, yakni penyandang 

disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas 

intelektual dan penyandang disabilitas sensorik. Pada pasal 5 ayat 1 huruf a 

sampai v, ada 21 lebih  hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas termasuk hak pekerjaan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta. 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada pasal 11 ayat 2 

menyatakan bahwa  Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten atau Kota, BUMN, BUMD, UMKM dan badan usaha lain 

mempekerjakan sekurang kurangnya 1(satu) orang pegawai penyandang 

disabilitas untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai. 

Berdasarkan data Dinas Sosial kota Pekanbaru tahun 2023 terdapat 

1.130 penyandang disabilitas yang tercatat di 12 kecamatan. Kemudian 

berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru terdapat 974 orang 

penyandang disabilitas. Dari data tersebut terdapat 295 orang penyandang 

                                                 
3
 Ananta Refka Nanda and Ratna Herawati, “Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang 

Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 

3, no. 3 (2021): h 325–36. 
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disabilitas dikategorikan dapat bekerja di kota Pekanbaru. Namun dari jumlah 

tersebut hanya 36 orang penyandang disabilitas yang sudah bekerja. 

Perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru memiliki jumlah 

karyawan hampir ribuan orang yakni 953 orang karyawan, dengan jumlah 

karyawan tersebut seharusnya  berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 2013 pasal 11 ayat 2 sudah mempekerjakan minimal 9 

penyandang disabilitas. Namun jumlah penyandang disabilitas yang bekerja 

diperusahaan tersebut hanya berjumlah 3 orang berdasarkan pemaparan data 

yang disampaikan oleh kepala bidang pembinaan, penempatan dan perluasan 

kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru. Tidak jarang juga 

terjadi bahwa laporan dan kenyataan dilapangan itu berbeda. Laporan 

perusahaan menyatakan jumlah karyawan penyandang disabilitas sudah 

dipenuhi namun kenyataan dilapangan tidak sesuai. 

Observasi yang dilakukan di instansi pelaksana atau unit pelayanan 

bagi penyandang disabilitas di Dinas tenaga kerja kota pekanbaru pada tanggal 

6 september 2024, perusahaan dimaksud belum sepenuhnya melaksanakan 

peraturan yang ada. Bidang pembinaan, penempatan dan perluasan 

kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru yang dikepalai oleh 

Abdul Rahim menyampaikan beberapa fakta dilapangan terkait permasalahan 

ini, bahwa penyandang disabilitas yang dikategorikan bisa bekerja, disertai 

rekomendasi dari berbagai instansi dan tentunya karena kewajiban perusahaan 

berdasarkan peraturan yang ada belum cukup untuk menjadikan pemberian 

pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Penyandang disabilitas 

juga cenderung pada keadaan untuk pasrah menerima nasib dan melihat 
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keadaan bahwa masih banyak orang normal yang berpendidikan juga masih 

kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan
4
. 

Penyandang disabilitas dengan keadaan fisik yang tidak sesempurna 

dan sekuat orang normal pada umumnya tetap memiliki keinginan kuat untuk 

mendapatkan pekerjaan. Rezi termasuk penyandang disabilitas yang sudah 

berulang kali melamar pekerjaan di berbagai perusahaan di kota Pekanbaru 

namun ditolak dan pernah bekerja selama dua bulan di perusahaan  

minimarket ternama sampai akhirnya berhenti dan terakhir kali bekerja di 

perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru selama dua minggu sampai 

akhirnya memilih untuk berhenti dari pekerjaan
5
. 

 Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang dirasakan penyandang 

disabilitas sebanding dengan kesulitan yang akan mereka hadapi ketika 

bekerja dalam suatu perusahaan. Penyandang  disabilitas tidak terlalu 

dibedakan dengan karyawan  yang lain dalam memaksimalkan kinerja dan  

memiliki tanggung jawab yang sama dengan karyawan lain non disabilitas. 

Tuntutan pekerjaan tersebut yang membuat mereka akhirnya memilih untuk 

tidak lanjut bekerja dan memilih mencari pekerjaan yang dianggap lebih 

mudah dan sangat memperhatikan sisi kekurangan penyandang disabilitas
6
. 

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis tertarik mengangkatnya ke 

dalam penelitian berjudul “KEWAJIBAN MEMPEKERJAKAN 

PENYANDANG DISABILITAS PADA PT INDOFOOD SUKSES 

MAKMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 

                                                 
4
 Wawancara, Abdul Rahim Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 6 September  2024. 
5
 Wawancara, Rezi, Penyandang  Disabilitas Pelamar Kerja, 12 September 2024 

6
 ibid 
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PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG 

DISABILITAS”.  

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada kewajiban perusahaan memberi pekerjaan 

bagi penyandang disabilitas di perusahaan Indofood Sukses Makmur 

Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 tentang tentang 

perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan apa faktor yang 

menjadi penghalang dalam mendapat pekerjaan bagi penyandang disabilitas 

dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja kota 

Pekanbaru dan perusahaan terkait. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  kewajiban memberi pekerjaan bagi penyandang disabilitas di 

perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang tentang perlindungan 

dan pemberdayaan penyandang disabilitas? 

2. Apa faktor yang menjadi penghalang penyandang disabilitas dalam 

memperoleh pekerjaan di dalam penelitian ini? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas . 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban perusahaan memberikan 

pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan Indofood Sukses 
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Makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau no 18 

tahun 2013 tentang penyandang disabilitas. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghalang bagi penyandang 

disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di perusahaan tersebut. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum, terutama 

menyangkut masalah pelaksanaan kewajiban perusahaan memberikan  

pekerjaan bagi penyandang disabilitas. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian 

mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas pada masa yang akan datang.  

3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan 

sebagaisumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.  
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BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

 

A. Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya 

kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sehingga mampu 

mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat 

dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk 

pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan 

perlindungan sosial.
7
 Menciptakan kesejahteraan bagi semua warga adalah 

tugas pertama dan utama setiap pemerintahan.  

Hal itu merupakan legitimasi sebagai penyelenggara negara yang 

berwenang untuk mengelola semua sumber dalam perekonomian, untuk 

digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
8
 Hal ini karena pada 

prinsipnya merupakan konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri 

dari serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi 

kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan 

sosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan 

bersinergi sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat 

meningkat. 

                                                 
7
Muhammad lukman, Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial 

Tantangan dan Strateginya, (Malang :Inteligensia Media, 2020), Cet. Ke-1 , jilid 1, h. 2. 
8
 Muhammad Taufik, Hukum Kebijakan Publik Teori Dan Praksis, (Yogyakarta : 

penerbit tanah air beta, 2021),  Cet. Ke-1, jilid 1, h. 27. 
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Kesejahteraan sosial sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 11 

tahun 2009 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 

dijelaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka 

yang memiliki kondisi kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan 

memiliki kriteria masalah sosial antara lain kemiskinan, keterlantaran, 

kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku. Seiring 

dengan kemajuan dibidang kesejahteraan sosial yang dicapai selama ini, 

disadari pula bahwa keberhasilan bangsa Indonesia ternyata masih diwarnai 

permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Memasuki tahun 2010 Bangsa 

Indonesia masih tetap dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, 

keterlantaran, kecacatan, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku, 

keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan, baik masalah yang 

bersifat primer maupun akibat atau dampak nonsosial, yang belum 

sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial. 

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 merupakan hasil dari ratifikasi 

atas konvensi internasional tentang hak hak penyandang disabilitas atau 

dikenal sebagai the convertion of the rights of persons with disabilities 

(CPRD). Konvensi ini ada sebagai puncak upaya penghormatan, perlindungan 

dan pemenuhan hak hak disabilitas telah menjadi bagian pergerakan sosial 

sejak berpuluh dekade lalu, utamanya di belahan dunia utara. Berawal dari 

perlawanan atas dominasi model medis disabilitas atau dikenal sebagai model 
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individu menjadi model sosial, hingga akhirnya  ada pengakuan atas harkat, 

martabat dan hak-hak disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia.
9
  

Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial telah menjadi perhatian 

nasional. Diasumsikan bahwa kemajuan bangsa ataupun keberhasilan 

pemerintah tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya pembangunan 

nasional. Kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa pemimpin 

pemerintahan sejak pasca kemerdekaan tahun 1945. Namun demikian, harus 

diakui setelah beberapa kali pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan rakyat 

Indonesia masih belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu 

terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum 

mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya. 

Pada pasal 28 H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa 

setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Lebih lanjut pada pasal 34 

ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan. Kemudian pasal 27 ayat 2 menyebutkan tiap tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum pembentukan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. 
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B. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses mengupayakan penegakan dan 

menjadikan norma-norma hukum itu berfungsi secara nyata sebagai pedoman 

berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. 

Dalam arti luas penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam 

setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada 

aturan normatif yang berlaku itu artinya dia sedang menegakkan hukum. 

Dalam arti sempit penegakan hukum itu merupakan upaya aparat 

penegak hukum menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana mestinya. Apabila diperlukan aparat penegak hukum bisa 

menggunakan upaya paksa. Dalam pengertian luas penegakan hukum 

merupakan nilai-nilai keadilan dan norma-norma kemanusiaaan yang hidup 

dalam norma norma positif.
10

  

Dalam hal ini termasuk dapat diartikan Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru yang merupakan instansi dibawah pemerintahan kota pekanbaru 

yang bertugas untuk menangani permasalahan terkait ketenagakerjaan 

termasuk bagi penyandang disabilitas sebagai lembaga penegak hukum. 

Gustav radbruch seorang filsafat jerman mengatakan bahwa untuk 

menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur 

kepastian, kemanfaatan dan kepastian
11

. Aparat negara yang menjadi 
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 Umar Anwar, Pengantar Ilmu Hukum, ( Aceh :Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 

2021), Cet. Ke- 1, jilid 1 , h. 53. 
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pemangku penentu kebijakan publik yang dibayar melalui uang public atau 

pajak dan penerimaan negara harus bertanggung jawab kepada public 

termasuk melalui penegakan hukum formal yang baik.
12

 Sama halnya dengan 

keadaan masyarakat yang berbeda atau sangat majemuk, baik secara suku, 

kebudayaan, agama maka pemerintah dalam membentuk dan menegakkan 

suatu peraturan harus berdasarkan asas-asas keadilan yang hidup dalam 

masyarakat itu sendiri.
13

 

 Penegakan hukum diarahkan kepada kepentingan kemanusiaan 

termasuk untuk mendapatkan hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Penegakan hukum yang mementingkan kemanfaatan 

dan keadilan merupakan suatu keberuntungan bagi setiap lapisan masyarakat 

yang ada terutama bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas 

termasuk bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

yang diartikan sebagai orang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang 

karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara 

memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa 

kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, 

keterasingan dan perubahan lingkungan yang kurang mendukung.
14
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Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung  

pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat, disamping itu, fungsi hukum 

dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat 

dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat yang belum maju hukum 

lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan 

pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam 

masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih 

berjarak dengan konteksnya. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat 

yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana 

hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang 

bersifat aktif yaitu sejauh mana hukum itu dapat hukum itu dapat berperan 

aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan 

yang terencana, dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah 

masyarakat
15

. 

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat 

yaitu dapat berupa hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum 

tertulis dapat berupa undang –undang atau yurisprudensi sedangkan hukum 

tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi 

ataupun yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan 

dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu 

diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena 
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walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada, 

maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik. 

Hans Kelsen menjelaskan adil jika suatu aturan diterapkan pada semua 

kasus dimana menurut isinya aturan itu memang harus diaplikasikan, tidak 

adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus, tetapi tidak pada kasus lain 

yang sama. Misal pada penyandang disabilitas yang melanggar aturan rambu 

lalu lintas akan langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan mengetahui 

orang tersebut penyandang disabilitas, namun petugas hanya fokus pada 

pelanggaran dan tidak mempertimbangkan keringanan hukum atau bahkan 

memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas tersebut. 

Dalam ketentuan pasal 28 H ayat 2 UUD tahun 1945 menegaskan 

bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” 

untuk dilindungi hak konstitusionalnya dalam konteks setiap orang maupun 

sebagai warga negara. Begitu juga dengan peraturan perundang- undangan 

yang lebih rendah yang banyak dan tersebar mengatur terkait penyandang 

disabilitas yang membuktikan bahwa isu disabilitas sangat substansial. Namun 

kembali lagi kepada pelaksanaan, tidak jarang ditemukan penyandang 

disabilitas masih tetap dalam posisi menanti uluran tangan pertolongan atau 

dalam artian hak mereka tidak terpenuhi.
16

 

 

C. Hak Asasi Manusia 

Hak asasi pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan 

untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan 
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dan atau agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi.
17

Seperti 

halnya negara negara berkembang hak asasi manusia (HAM) menjadi 

pembahasan yang hangat di indonesia. Dalam UUD 1945, norma HAM 

mempunyai dua posisi, yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu (leistern) 

bagi hukum positif untuk mencapai cita cita perlindungan  HAM  dan sebagai 

norma penguji Undang-undang atau hukum positif apakah selaras dengan 

semangat HAM. Konsepsi HAM di Indonesia adalah menempatkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban, individu dan masyarakat, masyarakat 

dan pemerintah sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar seluruh 

komponen bangsa dan negara.
18

 

Perkembangan konsep konsep HAM telah membawa perubahan yang 

cukup besar terhadap pandangan dalam lingkup internasional dan hukum 

nasional. Perkembangan HAM ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat 

dunia internasional untuk membentuk suatu sistem hukum yang humanis dan 

memperhatikan hak- hak individu. Sedangkan norma HAM yang terkandung 

didalam UUD 1945 yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum 

positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma 

penguji Undang-Undang atau hukum positif apakah telah selaras dengan 

semangat HAM. Sebagai leistern norma HAM yang terkandung dalam UUD 

dapat berfungsi regulatif maupun konstitutif menentukan tanpa semangat 
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HAM dalam UUD atau hukum positif akan kehilangan makna sebagai hukum 

yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. 

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila 

memandang, kedudukan individu sangat sentral sekali terhadap negara. 

Individu tidak subordinat terhadap negara. Negara hukum Indonesia mengenal 

dan menjamin HAM yang bukan ekspresi individualisme dan atau 

kolektivisme. HAM di Indonesia adalah dalam keseimbangan dengan 

kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Dalam teori hukum barat 

HAM adalah unsur terpenting. Negara harus menjamin persamaan setiap 

individu dalam negara termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan 

hak asasinya. Hal ini menurut Rukmana Amanwinata merupakan suatu 

konsekuensi, mengingat negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu 

untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang 

penguasa. Atas dasar itulah, maka negara atau penguasa tidak boleh bertindak 

sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi. 

Berbicara HAM dan Demokrasi adalah menarik, sebab didalamnya 

terdapat negara, pemerintah, masyarakat, yang menghargai HAM. Berkaitan 

dengan hal ini Scott Davidson menyebutkan “HAM itu tidak hanya berkaitan 

dengan proteksi terhadap individu dalam menghadapi otoritas pelaksana 

negara atau pemerintah dalam bidang- bidang tertentu kehidupan mereka 

tetapi juga mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara atau 

pemerintah dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka 

sepenuhnya”. 
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Makna HAM  dalam perspektif Indonesia, dapat dilakukan melalui 

proses pencarian yang panjang. Masalah HAM yang dihadapi oleh Indonesia 

tidak hanya sekedar soal definisi, namun juga berkaitan dengan pemahaman 

terhadap ide ide dasar HAM, asal usul, substansi, dan mekanisme penegakan 

HAM. Berkaitan dengan pemahaman bangsa Indonesia terhadap HAM, 

ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM antara lain 

menyatakan pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada 

perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang 

Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat 

kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat 

manusia. 

2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama 

tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit,kebangsaan, agama, usia, 

pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian 

atau perampasannya mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat 

sebagai manusia. Sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan 

perannya secara utuh. 

3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan 

dinamis yang pelaksanaanya berkembang dalam kehidupan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 
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Penyandang disabilitas termasuk golongan yang mempunyai hak, 

merupakan individu, masyarakat dan harus mendapatkan keharmonisan dari 

segala hubungan timbal balik yang ada pada suatu negara sebagai wujud 

komitmen penegakan HAM. Hal itu bisa diupayakan melalui pemberian 

pekerjaan yang layak sebagai bagian dari upaya mensejahterakan dan 

menghidupkan hak-hak asasi kemanusiaan sesuai dengan amanat peraturan 

yang ada. Pihak perusahaan juga dituntut untuk taat pada aturan yang ada dan 

mampu mengimplementasikan organisasi bisnis yang mengutamakan kualitas 

kehidupan kerja sebagai prinsip yang mengedepankan penghargaan terhadap 

kemanusiaan dalam lingkungan kerja.
19

 

Penyandang disabilitas juga terpaksa menanggung beban stigma 

negatif dan diskriminasi baik di ranah publik maupun akses publik. 

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang tersingkirkan dari dunia 

kerja dan fasilitas publik. Pemerintah menjadi garda terdepan yang paling 

bertanggung jawab dalam menghilangkan atau meminimalisir stigma negatif 

yang membudaya serta perlakuan diskriminatif yang berdampak pada 

pelecehan terhadap hak asasi kemanusian. Selain itu aksesibilitas menjadi 

tuntutan penting dalam layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. 

Tujuan aksesibilitas adalah mempermudah penyandang disabilitas dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari dan kesempatan yang sama dalam 

memperoleh pelayanan publik yang layak. Pada kenyataannya betapa sulit 
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penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak akses fasilitas publik, 

perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
20

 

 

D. Hak Mendapat Pekerjaan   

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan oleh 

suatu negara dalam proses pembangunan nasional jangka pendek dan jangka 

panjang selain faktor modal dan sumber daya alam. Salah satu latar belakang 

lahirnya undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah 

karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini 

termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial menempatkan pekerja 

pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga 

kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan 

dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan masa kini. Dengan adanya undang undang ini diharapkan dapat 

menegakkan dan melindungi hak-hak pekerja.
21

  

Rasio antara lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang tersedia 

tidak seimbang mengakibatkan tingginya persaingan untuk memperoleh 

pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perlakuan atau kesewenang wenangan 

pemberi kerja terhadap tenaga kerja yang mengindikasikan adanya 

kesenjangan sosial yang tak berkeadilan.
22

 Keadilan sosial di bidang 

pekerjaaan dapat diwujudkan dengan cara menjamin perlindungan bagi tenaga 
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kerja dari para penguasa perusahaan atau majikan melalui regulasi dan 

peraturan hukum yang ada. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dapat 

dilihat pada alinea ke empat pembukaan undang-undang dasar 1945 dan pasal 

27 ayat 2, pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2. Perlindungan terhadap pekerja dapat 

dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan 

jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan 

sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.  

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, 

diantaranya: hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat, 

dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk 

diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas 

rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati. Secara yuridis kedudukan 

pekerja atau buruh adalah bebas dan seimbang namun pada praktek, posisi 

pemberi kerja dengan pekerja sering dalam keadaan tidak seimbang. Beberapa 

hambatan permasalahan masih ditemukan, antara lain: faktor regulasi, faktor 

budaya baik pekerja, pemberi kerja maupun penegak hukum. Walaupun secara 

teoritis pemberi kerja dan penerima kerja seimbang kedudukannya, namun 

dalam prakteknya berbeda. 

Sifat hukum ketenagakerjaan dapat bersifat perdata dan bersifat publik. 

Dikatakan bersifat perdata adalah karena mengatur kepentingan perorangan 

dalam hal ini antara pekerja dan pengusaha, yaitu dimana mereka mengadakan 

suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja,sedangkan mengenai 

hukum perjanjian sendiri terdapat atau diatur dalam KUH Perdata buku ke III. 
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Bersifat public adalah dalam hal tertentu pemerintah turut ikut campur dalam 

masalah ketenagakerjaan dan adanya sanksi pada setiap undang undang atau 

peraturan perundang undangan ketenagakerjaan.
23

 

Undang undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2013 tentang 

perlindungan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas 

terdapat pada penjelasan pasal 5 yang menyatakan “setiap tenaga kerja 

mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, 

dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 

bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. 

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas hak atas pekerjaan terdapat pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa 

penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah maupun Swasta tanpa diskriminasi serta memperoleh upah 

yang sama dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama serta tidak 

diberhentikan dari pekerjaannya dengan alasan disabilitas. Tetapi Penyandang 

disabilitas banyak yang menjadi pengangguran karena Hak-Haknya belum 

sepenuhnya terpenuhi, banyak sekali perusahaan yang sengaja menolak dalam 

hal melamar pekerjaan karena mengalami disabilitas. Hak-hak lain 

penyandang disabilitas dalam Ketenagakerjaan juga tercantum dalam Pasal 45 

sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 

2016. 

                                                 
23

 Doni Parlin, Hukum Ketenagakerjaan (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), Cet. Ke-

1, jilid 1, h. 24. 



22 

 

 

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia harus dilakukan secara 

inklusif, artinya siapa saja dan apapun kondisinya berhak mendapat akses ke 

pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun dalam 

kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan disabilitas masih 

sangat sedikit. Padahal mempekerjakan penyandang disabilitas adalah amanat 

UU No.8 Tahun 2016. Dalam menangani disabilitas sesungguhnya bukan 

hanya di bidang ketenagakerjaan. Tetapi juga harus bersinergi dengan seperti 

Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) dan serikat pekerja/serikat buruh. Seharusnya pemerintah juga secara 

rutin menggelar bursa kerja khusus penyandang disabilitas dan menggelar 

pameran produk padat karya penyandang disabilitas serta pemberian 

penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas 

agar penyandang disabilitas tidak hanya dianggap manusia yang lemah dan 

yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa.
24

 

E. Penyandang Disabilitas 

Indonesia, sebagai Negara yang bermartabat sangat menghormati, 

menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga 

negaranya tanpa kecuali. Hal ini tersirat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 

20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen 

mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Bab 
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inilah yang kemudian menjadi bentuk nyata dari perlindungan hak 

konstitusional Warga Negara secara umum, termasuk Warga Negara 

penyandang disabilitas, di dalamnya terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai 

dengan Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersurat di dalam ayat-

ayat dan pasal-pasal yang ada.
25

 

Dari 26 ketentuan yang ada pada Bab XA tersebut, terdapat satu pasal 

yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu 

Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan Pasal tersebut 

jelas menggunakan istilah “setiap orang” tanpa dipersyaratkan adanya keadaan 

atau kondisi tertentu dari subjek hukum yang dimaksud. 

Selain itu, terdapat 3 putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan 

pengertian “setiap orang” dalam pasal tersebut, yaitu 1 : Putusan MK Nomor 

10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan 

Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK 

menyatakan bahwa, “hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 

adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, 

ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi 

dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan 

struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), 
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baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang 

dikenal dengan affirmative action.”
26

 

Tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang 

Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, dengan diterbitkannya Undang 

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan 

nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak 

difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument). 

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan 

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 

lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang 

sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara 

Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan 

khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan 

terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari 

berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang 
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sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manusia universal. 

 

F. Kebijakan Publik 

Kebijakan disebut efektif apabila pelaksanaanya berjalan secara lancar, 

wajar dan memberikan hasil berupa output dan outcome seperti yang 

direncanakan. Dengan kata lain setiap kebijakan yang dibuat dapat 

dilaksanakan dengan baik.
27

 Pembentukan kebijakan melewati proses yang 

cukup panjang, mulai dari penentuan tujuan, identifikasi masalah yang 

menghambat tercapainya tujuan, pemilihan dan penetapan strategi, 

pelaksanaan dan penilaian, atau evaluasi tentang hasil dan dampak yang 

ditimbulkan. Kebijakan tersebut akan dikatakan tidak efektif apabila proses 

pelaksanaan kebijakan berjalan tersendat tersendat dan tidak memberikan hasil 

yang memuaskan. 

Kehidupan masyarakat yang  bersifat dinamis dengan kompleksitas 

kian terus meningkat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal 

mulai dari individual, organization, institution, community, society,culture, 

civilization, hingga tingkat global. Perubahan- perubahan tersebut 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik.
28

 Kebijakan publik 

pada hakekatnya tidak berbeda dengan intervensi pemerintah terhadap suatu 

persoalan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Intervensi 

dilakukan untuk tujuan  mengembalikan suatu keadaan yang dianggap sudah 
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tidak relevan lagi dengan keadaan yang dikehendaki secara umum. Kebijakan 

publik pada akhirnya tergantung pada implementasi, tanpa implementasi 

kebijakan publik hanyalah  merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna 

dalam kehidupan masyarakat. Huntington berpendapat bahwa perbedaan suatu 

negara terletak pada bentuk dan ideologinya tetapi pada tingkat kemampuan 

negara itu melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat 

pada pada kemampuan mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan 

yang dibuat oleh pejabat dalam negara itu. 

Kebijakan publik yang baik harus disertakan dengan adanya partisipasi 

masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan public bisa berbentuk 

persetujuan dan penolakan. Huntington berpendapat partisipasi masyarakat 

terhadap kebijakan public merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Di 

negara – negara yang belum modern sebagian besar masyarakatnya belum 

merasa penting untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijakan pemerintah. 

Mereka merasa kebijakan pemerintah tidak mempengaruhi kehidupan mereka. 

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk 

mempengaruhi berlaku atau tidaknya suatu kebijakan pemerintah.  

Pada sistem pemerintahan negara yang menganut prinsip dasarnya 

negara hukum maka asas legalitas menjadi dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan kenegaraan. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip 

utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan dan kenegaraan selain asas kepentingan umum, asas 

profesionalisme, akuntabilitas maupun asas lainnya. Prinsip dasar 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kenegaraan pada negara hukum 

maka peraturan perundang-undangan menjadi jaminan untuk kepastian 

terhadap hak dan kewajiban rakyatnya.  

Dengan asas legalitas pada negara hukum menjadi dasar legitimasi 

kewenangan bagi pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak 

rakyatnya. Asas legalitas menentukan terhadap berlakunya kepastian dan 

persamaan perlakuan hukum yang bersumber dari peraturan perundang – 

undangan. Kepastian Hukum akan timbul berdasarkan peraturan yang 

memberi kewenangan dan kewajiban pemerintah untuk berbuat atau bertindak 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang 

berdasarkan asas legalitas menggambarkan bahwa tindakan atau perbuatan 

tetap mengacu pada undang-undang sebagai hukum tertulis. 

Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan 

mencerminkan kewenangan badan kenegaraan, public atau pemerintahan yang 

diberikan atau didelegasikan oleh undang-undang, sehingga esensi substansi 

asas legalitas adalah wewenang. Wewenang atau authority menjadi bagian 

yang sangat penting dan bagian awal dalam hukum administrasi atau 

pemerintahan karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsi dan tugasnya 

atas dasar wewenang yang ditetapkannya. Kebebasan bertindak pemerintahan 

atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Wewenang erat kaitannya dengan hukum public atau hukum tata negara 

karena berkenaan asas legalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kenegaraan. 
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Keberadaan penyandang disabilitas merupakan keadaan masyarakat 

yang membutuhkan adanya suatu kebijakan publik yang benar- benar terbukti 

mendatangkan manfaat maksimal atas implementasi dan intervensi yang 

diupayakan secara konsisten dan profesional.  

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan 

penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap 

tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang telah 

direncanakan.
29

 Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini yaitu: 

1. Skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN 

PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN 

DAERAH PROVINSI RIAU NO 18 TAHUN 2013 (Oleh : Queen Layla) 

Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum Peraturan Daerah 

No 18 Tahun 2013 terkait perlindungan dan pemberdayaan penyandang 

disabilitas yang dilakukan di dinas sosial kota pekanbaru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum 

tersentuh manfaat terkait perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana 

berdasarkan peraturan yang ada. 

Penelitian ini menjadi relevan dengan objek yang sama yaitu 

penerapan hukum terhadap penyandang disabilitas di kota pekanbaru. 

Penelitian ini membahas secara umum hak-hak penyandang disabilitas 

sedangkan penulis mengkhususkan pada hak pekerjaan penyandang 
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disabilitas. Kemudian terkait instansi juga memiliki perbedaan yaitu Dinas 

Sosial dan Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru. 

2. Skripsi yang berjudul : KINERJA DINAS SOSIAL DALAM 

PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA 

PEKANBARU (Oleh: febriani ) 

Skripsi ini membahas tentang peran dinas sosial kota pekanbaru 

dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota 

pekanbaru. Kesejahteraan sosial sudah menjadi hal krusial yang sering 

dikaitkan dengan penyandang disabilitas dan gelandangan dan pengemis 

termasuk di kota pekanbaru. Sering dijumpai orang dengan keadaan 

penyandang disabilitas melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang 

di kota pekanbaru. sehingga penelitian ini menjadi relevan dan memiliki 

berbagai persamaan.  

Hasil pembahasan menunjukkan dinas sosial belum efektif dalam 

mengentaskan permasalahan terkait gelandangan dan pengemis. Hal 

tersebut bisa menjadi indikasi terhadap hak penyandang disabilitas bahwa 

mereka juga memiliki permasalahan yang sama yaitu kurangnya peran 

pemerintah dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada. 



 

30 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris 

merupakan penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi 

hukum positif( peraturan perundang undangan) dan dokumen tertulis secara in 

action (factual) pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam kajian hukum yuridis empiris selalu terdapat gabungan 

dua tahap kajian,yakni tahap pertama kajian mengenai hukum 

normatif(peraturan perundang undangan, atau kontrak yang berlaku, dan tahap 

yang kedua kajian hukum empiris berupa penerapan( implementasi) pada 

peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang ditentukan.
30

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang 

keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, 

“kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat 

dan penerapan hukum dalam masyarakat”. Menurut Aminuddin dan Asikin, 

“penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan 

perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan 

penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal 

hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau 

keputusan hakim (law in book), sementara realitas hukum adalah hukum 

dalam tindakan (law in action). Dalam realitas hukum, orang seharusnya 

bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan normatif empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan 

yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.
31

 Pendekatan 

sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-

aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di 

dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk 

menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, 

kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada 

penyelesaian masalah.
32

 

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif empiris, ada 

beberapa tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif- 

empiris, yaitu: 

1. Pendekatan dengan mengkaji norma hukum secara komprehensif sesuai 

dengan peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan. 

2. Pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, diselesaikan oleh pihak 

pihak secara damai, tanpa campur tangan pengadilan. Fokus pada 

penerapan hukum normatif pada peristiwa tertentu. 

3. Pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui 

putusan pengadilan. Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa 
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hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi 

penyelesaian melalui pengadilan 

4. Pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung 

atau belum berakhir. Fokusnya pada penerapan hukum normatif pada 

peristiwa hukum tertentu yang masih berlangsung atau belum selesai. Pada 

tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap 

proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu di 

masyarakat atau lembaga hukum tertentu. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Dinas tenaga kerja kota pekanbaru sebagai instansi yang bertanggung 

jawab kepada pemerintah kota pekanbaru sekaligus diamanahkan berdasarkan 

Undang –Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas untuk 

menyediakan layanan disabilitas terkait pekerjaan menjadi subjek pada 

penelitian ini. Beralamat di jalan samarinda nomor 29 Tangkerang utara, 

kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru. Dan Perseroan Terbatas (PT) 

Indofood Sukses Makmur yang beralamat di jalan Kaharuddin Nasution, 

Nomor 12, kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Penentuan lokasi 

penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan, 

disamping itu menjelaskan secara ilmiah mengapa memilih tempat tersebut 

sebagai lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan 

biaya, waktu, tenaga, jarak yang harus ditempuh,sarana dan prasarana di 
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lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan 

diterima oleh subyek dan obyek di tempat penelitian. 

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif empiris dapat 

berupa masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat, para pihak 

dimana lokasi atau tempat penerapan hukum yang diteliti. 

D. Populasi Dan Sampel 

Populasi dan sampel pada penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Populasi adalah kumpulan unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan 

orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang 

sama.
33

  

Tabel 3.1  

Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 

Unit pembinaan penempatan dan 

perluasan kesempatan kerja Dinas 

Tenaga Kerja kota Pekanbaru 

1 1 100% 

2 
Bagian human  resource development 

(HRD) PT Indofood Sukses Makmur 
1 1 100% 

3 

 Penyandang disabilitas yang melamar 

di PT Indofood Sukses Makmur (mei 

2024) 

3 3 100% 

Sumber :  Data primer, 2024 

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari 

populasi yang ada.
34

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
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total sampling. Total sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang 

jumlahnya sama dengan  populasi.
35

 

 

 

E. Data Dan Sumber Data   

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian 

dan diuji kebenarannya. Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder). 

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan 

menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Bahan hukum primer, Undang Undang No 8 Tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas dan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 provinsi 

Riau dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.  

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip 

dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.  

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 
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hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini.  

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi 

dokumen. Studi kepustakaan meliputi, buku, jurnal, prosiding seminar, 

makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literature hukum atau 

bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen 

yang meliputi, dokumen hukum peraturan perundang undangan secara 

hierarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian atau kontrak dan dokumen 

lainnya. 

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang 

diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data 

yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa 

diperoleh dari responden dan informan beserta narasumber. 

Sumber data dalam penelitian hukum normatif empiris adalah data 

sekunder ( data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan 

bahan hukum meliputi,bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan 

hukum tersier dan bahan non hukum, serta data primer yang diperoleh 

langsung dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok 

masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada 

peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.  

  



36 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai 

sumber dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan 

bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen resmi, judul, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-

literatur yang lain erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas 

berdasarkan bahan hukum sekunder. 

Dalam penelitian hukum normatif empiris ada dua macam yaitu data 

primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam 

penelitian hukum normatif empiris dapat digunakan secara terpisah maupun 

secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi, 

pengumpulan data sekunder(kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi 

pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer(data pada objek 

penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan 

serta narasumber, angket( kuisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi 

terhadap lokasi penelitian yang dilakukan. 

 

G. Analisis Data  

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

diolah oleh peneliti. Mengolah data sedemikian rupa sehingga akan 

memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui 

kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan 

penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian 

melakukan pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian hukum 

normatif empiris umumnya dilakukan melalui tahap- tahap sebagai berikut: 
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1. Pemeriksaan data  

2. Penandaan data  

3. Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang 

telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti. 

4. Penyusunan atau sistematisasi data 

5. Validasi data  

6. Analisis data 

Analisis data dalam penelitian hukum normatif empiris dilakukan 

secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan penelitian 

hukum yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau 

telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang 

telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori atau studi pustaka. Analisis 

data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka, 

sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif, dan 

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah 

dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif. 

 Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi 

dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari 

setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena 

penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. 

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah 

menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

responden dan informan. Analisis data diartikan sebagai proses 
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mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan 

menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Analisis kuantitatif adalah analisis data yang didasarkan atas 

perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah, misalnya menggunakan angka 

statistic. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak 

menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) 

dari data, dan bukan kuantitas. Dan kedua analisis data ini, dapat digunakan 

dalam penelitian hukum normatif empiris. 

Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif 

empiris dilakukan sebagai berikut, yakni analisis yuridis normatif dimulai 

dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier 

secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-

undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah. 

Kemudian menggunakan analisis secara kualitatif atau kuantitatif sesuai 

dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui, observasi, 

angket (daftar pertanyaan), maupun hasil wawancara langsung kepada 

responden maupun informan berdasarkan pendekatan lain yang sesuai dengan 

rumusan masalah. Untuk kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun 

suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan yang sudah disampaikan diatas dapat diambil 

kesimpulan antara lain. 

1. Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya mempekerjakan 

penyandang disabilitas belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam 

peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 pasal 11 tentang pemberdayaan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas. Masih terdapat perusahaan-

perusahaan yang belum menjalankan amanah dari peraturan dimasksud. 

Dalam hal ini termasuk perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru. 

Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru sebagai instansi yang menjalankan unit layanan disabilitas di 

bidang ketenagakerjaan, belum dapat memberikan hasil yang maksimal 

bagi terserapnya tenaga kerja penyandang disabilitas. Kecenderungan 

instansi untuk pasif menjadikan perusahaan dengan leluasa secara sepihak 

dalam merekrut pekerja  atau mitra mereka. Dinas tenaga kerja hanya 

tampil sebagai media formal yang memberikan keterangan formal terkait 

layak atau tidak layaknya penyandang disabilitas untuk bekerja.  

2. Para penyandang disabilitas harus dihadapkan pada berbagai kenyataan 

yang sebenarnya merupakan penghambat bagi didapatkannya suatu 

pekerjaan yang layak dan manusiawi. Proses atau langkah formal yang 

tersedia menjadikan ruang gerak penyandang disabilitas dalam mendapat 

pekerjaan semakin terbatas. Ketidakjelasan terhadap kepastian lapangan 
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pekerjaan bagi penyandang disabilitas sudah dapat diketahui dari peraturan 

yang kurang tegas dan pasti untuk memberikan dan menjamin hak 

memperoleh pekerjaan. Keadaan disabilitas yang juga menjadi kendala 

utama yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri, pergaulan 

sosial dan masyarakat turut menambah kesulitan dalam mendapat 

pekerjaan yang layak. 

 

B. Saran 

1. Perusahaan yang terkait diharapkan lebih mematuhi peraturan yang ada. 

Stigma terhadap penyandang disabilitas yang lebih kearah negatif tidak 

terbukti akan merusak suatu sistem kerja. Bahkan jika benar-benar 

dilaksanakan penyandang disabilitas dapat memberikan nilai yang baik 

bagi suatu perusahaan. 

2. Diharapkan Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

yang menjalankan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan  untuk 

lebih aktif dalam memberikan kepastian untuk memperoleh pekerjaan para 

penyandang disabilitas. Tidak hanya bertindak sebagai media formal 

sertifikasi calon pekerja disabilitas yang layak namun turut aktif sampai 

benar benar penyandang disabilitas ditempatkan di pekerjaan yang layak. 

.
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